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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Hubungan Indonesia dan Australia merupakan hubungan yang bersifat 

fluktuatif. Hubungan ini sering mengalami kondisi pasang surut seiring dengan 

keadaan politik yang sedang terjadi, terkadang harmonis namun juga bisa 

memburuk. Pada tahun 2013 terkuak penyadapan yang dilakukan oleh Australia 

melalui dokumen yang dibocorkan oleh Edward Joseph Snowden, Seorang mantan 

kontraktor NSA. Dokumen tersebut berisikan nama-nama pejabat Indonesia yang 

disadap Australia termasuk Presiden SBY. Indonesia mengecam tindakan tersebut 

serta meminta adanya klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi. Namun, 

permintaan Indonesia tersebut tidak dituruti oleh Pemerintah Australia. Indonesia 

juga menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia dan memberhentikan 

sementara kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan. 

 Terkuaknya penyadapan Australia terhadap Indonesia membuat ketegangan 

antarnegara. Masyarakat Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan 

Australia di Jakarta dan menyuarakan keinginan masyarakat untuk adanya 

permintaan maaf dari pihak Australia karena dianggap telah meremehkan 

Indonesia. Sebagian masyarakat dan tokoh publik menginginkan pemutusan 

hubungan diplomatik karena isu ini bersangkutan dengan harkat martabat bangsa 

Indonesia. 

 Meskipun klarifikasi dan permintaan maaf dari Australia tidak terpenuhi, 

serta terjadi unjuk rasa dan permintaan maaf masyarakat untuk pemutusan 

hubungan diplomatik, namun SBY menekankan bahwa Indonesia harus tetap 

berpikir logis dalam memutuskan kebijakan. Melihat tidak adanya itikad baik dari 
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Pemerintah Australia, Indonesia mengambil tiga sikap resmi dan mengirimkan 

surat melalui SBY kepada Abbott. Namun mendapati kekecewaan dari balasan 

surat tersebut, sehingga Indonesia melanjutkan dengan enam butir respons dalam 

menormalisasi hubungan bilateral negara.  

 Australia memenuhi enam butir respons tersebut dan mengutus Menteri 

Luar Negeri Australia untuk membicarakan normalisasi Indonesia dan Australia 

bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua Menteri tersebut berdiskusi dalam 

merumuskan kode yang akan meningkatkan kerja sama kedua negara. Hingga pada 

24 Agustus 2014, diadakan penandatangan kode etik yang bernama “Joint 

Understanding on a COC between the Republic of Indonesia and Australia on the 

Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty)” yang menandai 

pulihnya hubungan bilateral Indonesia dan Australia dan disertai dengan 

dilaksanakan kembali kerja sama yang sempat diberhentikan sebelumnya. 

 Penelitian ini menganalisis apa faktor pendorong Indonesia memulihkan 

hubungan bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013. Hasil dari 

penelitian ini menemukan bahwa faktor pendorong normalisasi dikarenakan 

kepentingan ekonomi Indonesia terhadap Australia, kerugian Indonesia yang 

didapatkan apabila tidak bekerja sama, ketergantungan Indonesia dengan beberapa 

produk serta sentimen masyarakat. Dari hasil analisis dalam penelitian ini yang 

menjadi faktor utama proses normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan 

Australia pascapenyadapan tahun 2013 adalah kepentingan ekonomi yang mana 

Australia merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia, selama bekerja 

sama dengan Australia terdapat banyak keuntungan yang diraih oleh Indonesia, dari 

neraca perdagangan menunjukkan bahwa laju total impor Indonesia dari Australia 
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lebih tinggi dari total ekspor ke Australia setiap tahun. Dengan tingkat impor yang 

tinggi tersebut Indonesia mengalami ketergantungan impor beberapa komoditas 

seperti gandum dan sapi, serta untuk menjaga ketahanan pangan.  

Indonesia dan Australia juga tergabung dalam FTA yang memberikan 

keuntungan bagi Indonesia seperti pengurangan bea cukai, dan ekspor-impor yang 

baik, Selain itu, Indonesia akan mengalami kerugian karena Australia merupakan 

donator banyak produk di Indonesia, jika dihentikan maka akan mengalami 

kenaikan harga yang signifikan di Indonesia, kelangkaan produk, kekurangan 

lapangan kerja karena pemberhentian karyawan, dan kontrol pasar yang lemah 

karena lonjakan harga yang tinggi. Sehingga dengan banyaknya kepentingan 

Indonesia terhadap Australia, ketergantungan kedua negara, persetujuan kode etik, 

dan keuntungan kedua belah pihak, Indonesia melakukan proses normalisasi 

hubungan bilateral dengan Australia pascapenyadapan tahun 2013. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis menyarankan adanya sudut 

pandang lain atau menggunakan kerangka konseptual yang lebih kompleks dalam 

melihat faktor yang mendorong Indonesia melakukan normalisasi hubungan 

bilateral Indonesia dan Australia pascapenyadapan tahun 2013. Penulis juga 

menyarankan untuk melihat dari perspektif Australia yang menyetujui kode etik 

yang disarankan oleh Indonesia dan apa kepentingan Australia turut serta dalam 

proses normalisasi. Maka daripada itu, penulis berharap akan ada penelitian lain 

yang menganalisis hubungan bilateral Indonesia dan Australia, melalui perspektif 

Australia. 


